LAMPIRAN

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas
peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan
bebas dan pelabuhan bebas Batam

Keputusan Presiden No 4 Tahun 2018 tentang Dewan Kawasan
Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Bersama Menteri dan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor KP 994 TAHUN 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/1/2017
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Batam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2012 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta
Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan
Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan Sebagai
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor
47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan
Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan
Bbeas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan
dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012
Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan
dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah



10.

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas

Peraturan Menteri Perdagangan 45/M-DAG/PER/7/2017
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Perizinan di
Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 07
Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang Ke
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam



